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ABSTRAK 

 

Muhammad Khaidar Nim 1117016, 2022, Cerai Gugat Karena Suami Tidak 

Mampu Memberi Nafkah Dalam Perspektif Hukum Wad’iyah (Studi Terhadap 

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn), Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.  

Pembimbing : H. Moh. Hasan Bisyri 

Kata Kunci : Cerai Gugat dan Ketidakmampuan Suami Dalam Nafkah 

Pernikahan merupakan penumpahan rasa cinta setiap insan untuk 

memperoleh ketenagan yang diharapkan dengan tujuan mencapai kebahagiaan 

hidup sampai menua bersama. Dalam perjalanan mencapai kebahagiaan, suami 

mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi nafkah dalam keluarga, namun 

sebagian suami terkadang mengalami kesusahan memenuhi nafkah terhadap istri 

dan anak anaknya. 

Melihat fakta yang ada yaitu Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn 

terkait cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah kepada 

keluarga. Hal ini menimbulkan masalah bagi para laki laki yang sudah menikah, 

yaitu ketidakmampuan suami dijadiakan dasar hakim sebagai sebab terjadinya 

perceraian. 

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah, yakni: apakah 

pertimbangan hukum hakim pengadilan agama kajen dalam putusan nomor 

426/Pdt.G/2021/PA.Kjn karena suami tidak mampu memberi nafkah dan 

bagaimana argumentasi Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap putusan nomor  

426/Pdt.G/2021/PA.Kjn dalam perspektif hukum wad’iyah. Penelitain ini bertujuan 

untuk menjelaskan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam 

memutuskan perkara nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terakait kasus cerai gugat 

akibat suami tidak mampu memberi nafkah dan menganalisis  pertimbangan hukum 

hakim dalam perspektif  hukum  taklifiyah  dan  hukum  wad’iyah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer. 

Dari penelitian ini adalah para hakim, dan juga menggunakan sumber data sekunder 

yaitu data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian berupa bahan pustaka, 

hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang cerai 

gugat karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah kepada keluarganya. 

Yang pada akhirnya dari karya ilmiah ini adalah harus adanya 

kebijaksanaan dari para hakim dalam memutus kasus cerai gugat karena nasib 

suami istri pada saat itu terletak dalam gengaman tangan hakim.  

Kata Kunci : Cerai Gugat dan Ketidakmampuan Suami Dalam Nafkah 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nafkah merupakan bagian terpenting dalam keluarga, yaitu kewajiban 

yang dinisbatkan terhadap seorang laki-laki setelah dirinya menikahi seorang 

perempuan.1 Mencari nafkah merupakan aktifitas utama manusia untuk 

memperoleh penghasilan guna melengkapi kebutuhan hidup.2 Namun, adakalanya 

suami mampu dan adakalanya suami tidak mampu dalam memenuhi kewajiban 

ekonomi dalam keluarga. Dalam buku berjudul  karangan anne borrowdale 

terdapat teori yang mengatakan bahwa, kedua jenis kelamin memiliki perbedaan 

namun yang menarik perhatian orang banyak adalah kualitas dan peran masing-

masing yang saling melengkapi.3 Secara teori, kemampuan memberikan jaminan 

terhadap kebutuhan yang berhak untuk memperoleh nafkah, disebabkan karena 

terpenuhinya kebutuhan keluarga. Dengan terpenuhinya nafkah, kebutuhan rumah 

tangga dapat berjalan harmonis. 

Sebagai seorang suami, perlu kiranya untuk  memenuhi segala kebutuhan 

istri. Namun faktanya dalam rumah tangga, terkadang suami dihadapkan dengan 

keadaan yang tidak diinginkan. Seperti: penghasilan pas-pasan, kerjaan sepi, atau 

pun sakit-sakitan atau lain sebagainya, sehingga suami tersebut dikategorikan 

sebagai seorang yang miskin. Adapun pengertian miskin diartikan dengan 

keadaan suami yang mengalami ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar 
 

 1  Kisyik, Abdul Hamid, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, (Bandung: 

 al Bayan 1995) h. 6.  

 2  Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Identifikasi Masalah Sosial Ekonomi Akibat 

 Pemutusan Hubungan Kerja, h. 23. 

 3 Anne Borrowdale, Tugas Rangkap Wanita Mengubah Sikap Orang Kristen, (Jakarta: 

 Pt. Gunung Mulia, 1997), h. 15. 
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istri. Meliputi: sandang, pangan, dan papan.4 Sedangkan Menurut Pendapat Imam 

Syafi’i dan Imam Hambali, orang miskin adalah orang yang memiliki dan 

berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, walaupun tidak sampai 

mencukupi kebutuhan setiap harinya.5 Hal seperti ini tidak masalah bagi suami 

yang keuangannya mencukupi, namun menjadi hal kurang wajar bagi seorang 

suami yang berpenghasilan pas pasan.  

Sehingga dalam kehidupan nyata, tidak semua keluarga bisa menjaga 

pernikahannya. Adapun pada intinya, idealnya perkawinan  dilaksanakan untuk 

seterusnya bukan suatu masa saja. Perbedaan pun kadang terjadi, sehingga 

menjuru kepada pertengkaran berkepanjangan dan berakhir dengan perpisahan, 

baik talak dari suami maupun gugatan dari istri di pengadilan.  

Demikian telah dimengerti, salah satu sebab terjadinya krisis perkawinan 

yang menimbulkan keretakan dan pertengkaran dalam keluarga adalah kurang 

terpenuhinya nafkah lahiriah oleh seorang suami kepada istri. Sebagaimana telah 

di kutip oleh kustinio dan rosidah dalam buku berjudul puslitbang kehidupan 

keagamaan kementerian agama, bahwa mayoritas alasan perceraian pasangan 

suami istri adalah rumah tangga tak harmonis. Adapun penyebab utama terjadinya 

perceraian yaitu kurangnya terpenuhinya nafkah.6 

Sebagaimana Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang terjadi antara 

pasangan ibu (P) sebagai pengugat dan bapak (T) sebagai Tergugat. Pada tanggal 

05 maret 2021 ibu P (pengugat) telah mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap 

suaminya (T). Sebelumnya keduanya telah menikah pada tanggal 12 agustus 2014 

 
 4   https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kemiskinan, Diakses Pada tanggal 28 Desember 2021. 

 5  Wahbah al Zuhaili,  Fikih Islam wa Adilatuhu, Jilid 3 terj. Abdul hayyie al kattani, dkk

 (jakarta: gema insani, 2012), h. 282.   
 6 Kustini dan Rosidah (E.d), cet 1 Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat 

 Masyarakat Muslim, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan  2016), h. 3. 

https://id.wikipedia.org/Wiki/Kemiskinan
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sebagaimana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten 

Pekalongan. Mereka telah dikaruniai satu anak laki laki berumur delapan tahun. 

Terjadinya perceraian sebab ketidakharmonisan dalam keluarga karena suami 

tidak mampu memberi nafkah.7  

Ketidakseimbangan dalam keluarga menjadikan ketidakharmonisan 

kehidupan suami istri dalam rumah tangga. Seperti kutipan dari Husain Anang 

Kabalmay dari ucapan De Vito dalam equitiy theory (teori keseimbangan), bahwa 

pada suatu hubungan, keseimbangan perlu diusahakan guna mempertahankan 

hubungan. Tidak sekedar uang yang bisa mempertahankan keluarga namun untuk 

mempertahkan keluarga perlu yang namanya kepekaan, perhatian, pengabdian dan 

salin memahami dalam pembagian pekerjaan dalam rumah. Tanpa adanya 

keseimbangan dalam keluarga maka persentase untuk menjadi keluarga harmonis 

bisa terancam.8 Seperti yang terjadi di wilayah kabupaten pekalongan tepatnya di 

pengadilan kajen.  

Pengadilan Agama Kajen merupakan elemen lembaga yang berwenang 

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata. 

Kenyataan dalam lingkungan Peradilan Agama Kajen, banyak kasus perceraian 

baik cerai gugat maupun cerai talak.9 

Pada bulan Januari terdapat 199 kasus gugat cerai yang 16 di antaranya 

merupakan sebab faktor ekonomi. Pada bulan Februari terdapat 182 kasus cerai 

gugat yang 5 diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi. Pada bulan Maret 

 
 7https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec45e460ef34369199313433

 93332, diakses Pada 23 agustus 2021. 

 8 Husain Anang Kalambay, Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitan Dengan Perceraian (Studi 

 Atas Cerai  Gugat Di Pengadilan Agama Ambon), Jurnal Tahkim Vol 9 No. 1 Juni 

 2015, h. 48. 

 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2021 No. 

 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn, Kajen. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec45e460ef34369199313433%0993332
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec45e460ef34369199313433%0993332
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terdapat 178 kasus cerai gugat yang 11 diantaranya disebabkan karena faktor 

ekonomi. Pada bulan April terdapat 163 kasus cerai gugat yang 7 diantaranya 

disebabkan karena faktor ekonomi. Pada bulan Mei terdapat 144 kasus cerai gugat 

yang 10 diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi. Sehingga total jumlah 

kasus dalam waktu lima bulan tahun 2021 terdapat 866  kasus gugat cerai. Jumlah 

ini lumayan besar sehingga cukup menarik jika diteliti.10 

Berdasarkan data yang telah terkumpul, perceraian di pengadilan Agama 

Kajen sangat banyak.  Diantaranya kasus perceraian pada tahun 2019 perkara 

gugat cerai 72%, pada tahun 2020 perkara gugat cerai meningkat 2% yaitu 

menjadi 74%, pada tahun 2021 perkara gugat cerai meningkat 4% yaitu menjadi 

78%. Dari presentase tersebut masalah ekonomi termasuk salah satu yang menjadi 

alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen.11 

Pada dasarnya dalam syariat, hukum itu ada yang secara taklifiyah dan ada 

yang wad’iyah. Demikian juga dengan  kewajiban  nafkah, kewajiban  nafkah ada 

yang secara  taklifiyah dan ada yang  wad’iyah, namun pembahasan penulis hanya 

menyangkut hukum wad’iyah saja. Hukum  wadh'iyah adalah (hukum 

kondisional). Hukum wad’iyah bersifat penjelas tentang keadaan bagaimana 

beban yang telah allah dan rasulnya bebankan kepada mukalaf (manuisia dan jin) 

tersebut dilangsungkan. Terkait apakan bisa dilaksanakan atau tidak. Berkaitan 

dengan penetapan suatu sabab, syarat, dan mani'.12  

Berdasarkan teori yang diutarakan Abdul Hamid Hakim, 

 
 10 Pengadilan Agama Kajen, Data Laporan Faktor Faktor Penyebab Terjadinya 

 Perceraian, 2021, Pekalongan Lipa 10. 

 11 Data Pengadilan Agama Kajen, Dicetak Dengan Aplikasi Pendukung Pada 03 Juni 

 2021 Jam 12: 16.  

 12  Satria Effendi, Usul Fiqih, (Jakarta: Prenada Media Group: 2005), h.  41. 
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13ِ ض  ِِاِ لَِرِ  ف ِهاَِالث ِابِ ت ِِف  ِطَِرِ  ِاَِيِ  جَِرَِةِ  ِالشِ  ِوَِاَِص ِلِ  هِ  ِاَِسَِاِسِ  ِاَِيِ  دَِارِ  ِال ِجِ  ِكََِص ِلِ  هِ   ِ ِغَِي  َِِعَِلَِيِ هِ  ِمَِاِب ِن   اَِل َِص ِلِ 

”asl adalah sesuatu yang membangun pada lainnya seperti asalnya tembok 

yaitu berasal dari pondasi dan asalnya pohon yaitu akarnya pohon,  yang 

keberadaanya didalam bumi.”  

Sedang definisi furu’ adalah: 

ِ14  ِ ل  وِ  ِ صِ  ِِل  ع ِِال ِفِ قِ هِ  وِ  َِص ِلِ هاَِوَِفِ رِ  ِل  جَِرَِةِ  ع ِِالشِ  وِ  ِ هِ  كَِفِ رِ  َِِعَِلَِِغَِي  ِمَِاِب ِن  عِ   ِِاَِل ِفَِرِ 

 Yaitu “perkara yang dibangun dari lainnya yaitu  terbangun dari asal. 

Seperti cabangnya pohon berasal dari pokoknya pohon dan cabangnya pohon 

kembali kepada akarnya pohon Seperti cabangnya pohon berasal dari akarnya.”15 

Dari sini penulis menerapkannya dalam pembahasan nafkah. Memahami 

nafkah tidak bisa terlepas dari yang namanya pernikahan, karena nafkah disini 

merupakan cabang atau furu’ dari asl yaitu pernikahan. 

Dalam KBBI di jelaskan bahwa pengertain wajib dengan kewajiban 

memiliki arti yang berbeda. Keduanya berakar dari kata wajib. Yang satu masih 

utuh sedang yang lafal kewajiban dengan tambahan awalan ke- dan akhiran –an. 

Lafal wajib dalam KBBI diartikan  dengan arti “harus dilakukan, tidak boleh tidak 

dilaksanakan”. Harus dilaksanakan pada saat itu juga. Sedang lafal wajib dengan 

tambahan awalan ke- dan akhiran –an memiliki arti, sesuatu yang diwajibkan, 

sesuatu yang harus dilaksanakan. Yang pelaksanaanya ditentukan berdasarkan 

sebab namun sudah mengikat kepada seseorang, atau dengan istilah lain 

mengunakan lafal jaziman yang berarti permanen. Sedang pekasanaan nafkah 

masuk pada istilah wajib karena istilah wajib berdasarkan pada keharusan 
 

 13 Abdul Hamid Hakim,  al Sulam, (Jakarta: Maktabah  Sa'diyah  Putra, 2008), h. 4. 
 14 Abdul Hamid Hakim, al Sulam,…., h. 5. 
 15 Abdul Hakim, Mabadi Awwaliyyah, (Jakarta: Maktabah Saadiyah Putra, 2012), h. 5. 
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melaksanakan pada saat itu juga.16 Untuk itu perlu mengkaji Putusan Nomor 

426/Pdt.G/2021/PA.Kjn mengenai pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat 

karena suami tidak mampu memberi nafkah dalam perspektif hukum wad’iyah. 

Karena pada dasarnya kewajiban nafkah terjadi karena adanya pernikahan. Dan 

sejak suami melangsungkangkan akad nikahnya, suami terkena taklif secara 

permanen. Sedang pelaksanaan nafkah terkait dengan wad’iyahnya. Sehingga  

putusan dari Pengadilan Kajen dalam kasus gugat cerai akibat suami tidak mampu 

memberi nafkah perlu untuk di analisis. 

Sebagaimana dikatakan oleh Bahauddin al Qubbani, bahwa miskin dan 

kaya merupakan tanda dari kekuasan Allah. Kedua hal ini berjalan saling 

beriringan dan saling membutuhkan. Meskipun keduanya berbeda dan memiliki 

karakteristik yang berlainan, namun keduanya saling berdekatan dan saling 

berjauhan sekaligus. Kedua fenomena ini mengerakan roda kehidupan, masing 

masing dari keduanya mendorong manusia untuk saling memberi dan menahan. 

Dari kedua sikap tersebut, terwujudlah kehidupan yang subur dalam kekeringan 

dan kering dalam kesuburan,  manis dalam kepahitan dan pahit dalam kemanisan. 

Allah berkehendak menjadikan keduanya sebagai suatu peran yang dibutuhkan 

oleh mahluk hidup dan allah memberikan ukuran ukuran terhadap mahluknya 

berdasarkan kemahakuasaannya.17  

 
 16 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, 

 Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring 2016. 

 17 M Bahauddin Al Qubbani, Miskin Dan Kaya Dalam Pandangan al Qur’an, 

 Terjemaha  Abdul Hayyie al Kaitani Cet 1 (jakarta: Gema Insani, 1999), h. 9.  
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Hanya saja apakah seorang suami mau bertanggung jawab atau tidak. 

Sehingga, peninjauan nafkah dari sisi hukum wad’iyah perlu sekali untuk 

diketahui. 

Berdasarkan kasus yang terjadi, penulis berkeinginan untuk meneliti 

terkait masalah ini dalam skripsi yang berjudul: “Cerai Gugat Karena Suami 

Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Perspektif Hukum Wad’iyah”. (Studi 

Terhadap Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Putusan 

Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn ? 

2. Bagaimana perspektif  hukum wad’iyah terhadap pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Kajen dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen 

dalam memutuskan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terakait kasus 

cerai gugat akibat suami tidak mampu memberi nafkah. 

b. Untuk menganalisis  pertimbangan hakim dalam perspektif  hukum  wad’iyah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru dibidang 

hukum perdata, khususnya mengenai cerai gugat akibat suami tidak mampu 

memberi nafkah dalam  perspektif hukum wad'iyah. 

b. Kegunaan Praktis 
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Dengan adanya penelitian ini penulis bisa mendapatkan cakrawala dan 

ilmu baru dan merupakan masukan baru bagi masyarakat, hasil penemuan ini 

diharapkan menjadi masukan baru serta dapat dijadikan sumber untuk para 

mahasiswa atau mahasiswi di masa yang akan datang.  

D. Tinjauan pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan penemuan ini adalah: 

Pertama, skripsi yang ditulis Maisur tentang “Analisis Pendapat Imam Syafi’I 

Tentang Istri Mengajukan Firaq Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Memberikan 

Nafkah”. tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui kapan seorang istri 

diperbolehkan mengugat suami ke Pengadilan. Penelitian ini berfokus pada 

penelitian normatif dan library research kemudian dibahas dengan metode kualitatif 

yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu 

fenomena yang terjadi dengan menitik pusatkan peneliti sebagai instrumen kunci.18 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa syariat islam mengharuskan kepada para 

suami untuk memberikan nafkah kepada para istri. Seorang istri terikat kepada suami 

dikarenakan dirinya dinikahi oleh laki-laki yang sekarang menjadi suaminya. 

Sehingga jika suami tidak kuasa memberikan  nafkah kepada istrinya, istrinya 

diperbolehkan mengugat suaminya ke pengadilan terdekat.19 Persamaan penelitian 

yang ditulis Maisur dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah sama sama 

meneliti tentang cerai gugat sebab suami tidak mampu memberi nafkah. Sedangkan 

perbedaan penelitian yang ditulis Maisur dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis 

 
 18  Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV 

 Jejak, 2018), h. 8. 

 19 Maisur, “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Istri Yang Mengajukan Firaq 

 Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah”, Skripsi, (Semarang: Iain 

 Walisongo Semarang,2015), h. 75. 
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adalah penelitian Maisur terfokus pada kebolehan istri meminta cerai sebab suami 

tidak memberi nafkah. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pertimbangan 

hakim pada kasus cerai gugat akibat suami tidak memberi nafkah dalam perspektif  

hukum wad’iyah. 

Kedua, skripsi yang ditulis Habib Nabawi tentang “Ketidakmampuan Suami 

Memberikan Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparatif Pendapat 

Imam Malik Dan Ibn Hazm)”. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui 

perbandingan pendapat antara Imam Malik dan Ibn Hazm terkait alasan perceraian 

karena alasan ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir.  Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa menurut Imam Malik, seorang suami yang tidak memberikan 

nafkah terhadap seorang istri, seorang istri di perbolehkan untuk memgugat 

suaminya ke pengadilan dikarenakan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar 

seperti kesengsaraan, kelaparan bahkan menimbulkan kematian ataupun sebaliknya, 

istri tidak dapat melakukan kewajibannya kepada suaminya. Namun berbeda 

menurut Imam Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa dengan adanya perceraian 

antara suami dan istri, maka kerusakan yang akan ditimbulkan malah lebih besar.20 

Penelitian ini berfokus pada penelitian normatif dan library research kemudian 

dibahas dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan menitik pusatkan 

peneliti sebagai instrumen kunci.21 Persamaan penelitian yang ditulis Habib Nabawi 

dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah sama sama meneliti tentang cerai 

gugat karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Perbedaan penelitian yang 

 
 20 Habib Nabawi, “Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Menjadi Alasan Cerai 

 Gugat (Studi Koperatif Pendapat Imam Malik Dan Ibnu Hazm)”, Skripsi, (Semarang: 

 2015), h. 21. 

 21 Albi Angito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 

 2018), h. 8. 
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ditulis Habib Nabawi dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian 

Habib Nabawi terfokus pada kebolehan istri meminta cerai terhadap suami 

berdasarkan pendapat Imam Syafi’i dan ketidakbolehan istri meminta cerai terhadap 

suami berdasarkan pendapat Ibnu Hazm. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada 

pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat akibat suami tidak memberi nafkah 

dalam perspektif  hukum wad’iyah. 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Subaidi yang berjudul “Konsep Nafkah 

Menurut Hukum Perkawinan Islam”. Tujuan penelitian ini pada umumnya adalah 

untuk mengetahui konsep nafkah menurut hukum islam. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah timbul karena adanya perkawinan, sehingga 

nafkah tidak sekedar sebuah hal biasa namun juga ada dasar hukum kewajiban yang 

mengaturnya dalam syariat Islam.22 Penelitian ini berfokus pada penelitian normatif 

dan library research kemudian dibahas dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan 

data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang 

terjadi dengan menitik pusatkan peneliti sebagai instrumen kunci.23 Persamaan 

penelitian yang ditulis Habib Nabawi dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis 

adalah sama sama meneliti tentang nafkah. Sedangkan perbedaan penelitian yang 

ditulis Subaedi dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah penelitian Subaedi 

terfokus pada kewajiban nafkah timbul karena adanya perkawinan. Sedangkan 

penelitian penulis terfokus pada pertimbangan hakim pada kasus cerai gugat akibat 

suami tidak memberi nafkah dalam perspektif  hukum wad’iyah. 

Keempat, skripsi yang ditulis Muhammad Habibi tentang “fasakh nikah 

dengan alasan suami miskin  (studi perbandingan antara Ulama Syafi’iyah dan 

 
 22 Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, (Jepara: Jurnal Studi 

 Hukum  Islam, Juli-Desempber 2017), h. 158.  

 23 Albi Angito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif,...., h. 8. 
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hukum positif di indonesia)”. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui 

perbandingan antara Ulama Syafi’iyah dan hukum positif di indonesia terkait fasakh 

nikah karena suami tidak mampu memberi nafkah. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa menurut Ulama Syafi’iyah dan hukum positif diindonesia 

fasakh nikah dengan alasan miskin boleh dan sah. Penelitian ini berfokus pada 

penelitian normatif dan library research kemudian dibahas dengan metode kualitatif 

yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu 

fenomena yang terjadi dengan menitik pusatkan peneliti sebagai instrumen kunci.24 

Persamaan penelitian yang ditulis Habib Nabawi dengan penelitian yang ditulis oleh 

Penulis adalah sama sama meneliti tentang ketidakmampuan suami memberi nafkah. 

Perbedaan penelitian yang ditulis Habib Nabawi dengan penelitian yang ditulis oleh 

penulis adalah penelitian Habib Nabawi terfokus pada kebolehan istri meminta cerai 

terhadap suami berdasarkan pendapat ulama syafi’iyah dan hukum positif di 

indonesia. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pertimbangan hakim pada 

kasus cerai gugat akibat suami tidak memberi nafkah dalam perspektif  hukum 

wad’iyah. 

Dengan uraian diatas menunjukan bahwa penelitian ini merupakan penelitian 

baru, yang mana dalam penelitian ini belum ada peneliti yang meneliti dengan kasus 

yang sama, sehingga peneliti ini selain merupakan penelitian baru  juga merupakan 

penelitai lanjutan dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada pertimbangan 

hakim dalam putusan gugat cerai karena suami tidak mampu memberi nafkah dalam 

perspektif  hukum wad’iyah. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Metode 

Yuridis normatif yaitu mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 

 
 24 Albi Angito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif,...., h. 8. 
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426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terkait cerai gugat karena suami tidak mampu memberi 

nafkah dalam perspektif hukum wad’iyah di PA Kajen. 

Maka dari itu, penulis ingin menyempurnakan penelitian penelitain 

sebelumnya yaitu dengan meneliti masalah: “Cerai Gugat Karena Suami Tidak 

Mampu Memberi Nafkah Dalam Perspektif Hukum Wad’iyah.” (Studi Terhadap 

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn ) 

E. Kerangka Teori 

a. Teori pertimbangan hukum hakim (Ratio decidendi) 

Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal 

dengan istilah Ratio decidendi.25 Pertimbangan hukum hakim berisi antara lain 

argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang 

akan dijatuhkan oleh hakim. Ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan 

pengadila untuk sampai pada putusan, yang termuat dalam pertimbangan hukum 

hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan 

mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan 

pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi 

hukum. 

Pada umumnya, fungsi Ratio decidendi atau legal reasoning, adalah 

sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika 

konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan 

pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif 

untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan 

 
25 Reza Kausar Kusumapraja, Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum 

Perdata, (Banyumas: Amerta Media, 2021), H 5 
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buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum, 

dan lembaga peradilan.26 Sehingga teori Ratio decidendi penulis masukan dalam 

meneliti putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terkait cerai gugat karena suami 

tidak mampu memberi nafkah. 

b. Teori Hukum Wad’iyah 

  Hukum Wad’iyah adalah (hukum kondisional). Hukum Wad’iyah bersifat 

penjelas tentang keadaan bagaimana beban yang telah allah dan rasulnya 

bebankan kepada mukalaf (manusia dan jin) tersebut dilangsungkan. Terkait 

apakan bisa dilaksanakan atau tidak. Berkaitan dengan penetapan suatu sabab, 

syarat, dan mani'.27 

Seorang suami memiliki kewajiban memberi nafkah setelah adanya ikatan 

perkawinan dengan istrinya dan wajib memberikan nafkah setelah dirinya 

mempunyai rezeki. Dengan demikian dapat dipahami perintah suami memberi 

nafkah istri adalah hukum taklifiyah. Hukum ini kemudian diukur atau diletakkan 

di atas hukum wadh`iyah. meskipun perintah wajib memberi nafkah dalam 

Alquran ada, tidak serta-merta ia menjadi wajib, ia diukur terlebih dahulu dengan 

hukum wadh`i berdasarkan sabab, syarat, dan mani’.  

Pertama, Adanya seorang suami sudah memiliki rezeki, maka suami 

tersebut wajib memberikan nafkah kepada seorang istri. Adanya suami memiliki 

rezeki menjadi sebab dirinya harus memberikan nafkah kepada istrinya begitu 

 
 26 Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoritis & Empirisme, (Jakarta: PT Grafindo 

 Persada, 2007), h. 34. 

 27  Satria Effendi, Usul Fiqih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h.  41. 
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sebaliknya. Seperti yang diungkapkan Ahmad Sholihin Siregar bahwa, “tanpa 

adanya sebab maka tidak akan muncul suatu hukum.”28 

Kedua syarat, Abdul Halim mengatakan bahwa tanpa terpenuhinya syarat 

maka suatu hukum gugur.29 Seperti syarat memperoleh nafkah, adanya pernikahan 

menjadikan seorang wanita dapat memperoleh nafkah dari suaminya.  

Ketiga mani’, Mani’ adalah sesuatu yang menghalagi terjadinya suatu 

hukum.30 Adanya halangan seperti pemasukan minim, kerjaan sepi, suami sakit-

sakitan yang menjadikan suami tidak dapat memperoleh rezeki menjadikan suami 

tersebut tidak bisa memberikan hak haknya seorang istri. Bila telah ada sabab, 

syarat, dan tidak ada mani`, maka wajiblah suami memberikan nafkah terhadap 

istri. Tetapi Jika ada sabab, syarat namun masih ada mani’, maka nafkah seorang 

suami terhadap istri di istilahkan dengan istilah kewajiban. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian 

hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang 

dimaksud adalah mengenai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 

serta doktrin (ajaran).31 Objek Kajian dalam penelitian hukum normatif adalah 

pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi 

objek kajian adalah putusan pengadilan.32 Jenis penelitian skripsi ini mengkaji 

 
 28 Ahmad Sholihin Siregar, Al Wadh Dan Ciri Testualnya Dalam Al-Qur’an, Al Qodho 

 Jurnal Hukum Islam Dan  Undang Undang, 4.2 (2017), h. 69. 
 29 Nurul Mahmudah dkk, Hukum Wad’i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif, 

 Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 Desember 2020, h. 10. 
 30 Ahmad Sholihin Siregar, Al Wadh Dan Ciri Testualnya Dalam Al-Qur’an,...., h. 60. 

 31 Mukti Fajar dan Yulianto ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum 

 empiris, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010), h. 34. 

 32 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

 dan Desertasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.13.  
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mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn 

terkait cerai gugat karena suami tidak mampu memberi nafkah dalam perspektif 

hukum wad’iyah di PA Kajen. 

2. Pendekatan masalah 

 Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 

pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 33 Pendekatan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual 

Approach), serta pendekatan kasus ( Case Approach). 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)  

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.34 Suatu penelitian normatif harus menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan 

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.35 Pendekatan ini 

digunakan, karena yang akan diteliti adalah mengenai pertimbangan hakim 

dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terkait cerai gugat karena suami 

tidak mampu memberi nafkah dalam perspektif hukum wad’iyah di PA Kajen. 

 
 33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada 

 Media Group, 2013), h.133. 

 34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi),..... h.133. 

 35 Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu 

 Publishing, 2006), h. 302. 
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Pendekatan ini perlu memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 

426/Pdt.G/2021/PA.Kjn.  

b.  Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

  Menurut Peter mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (conceptual 

approach) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan 

ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, 

sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam 

memecahkan isu hukum yang dihadapi.36 Dengan pendekatan konsep ini, 

diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan 

hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.  

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

  Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan yang tetap.37 Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif 

bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan 

dalam praktek hukum.38 Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu 

dipahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum yang 

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.39  Dengan 

 
 36 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), ..... h.135. 

 37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), ..... h.134. 

 38 Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, ..... h 321. 

 39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), ..... h 154. 
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pendekatan kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah 

argumentasi hukum dalam penelitian ini.  

 

3. Sumber Bahan Hukum  

 Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 

hukum sekunder.40  Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum 

yang formil disebut bahan-bahan hukum yang primer, sedangkan bahan-bahan 

hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut bahan-bahan 

hukum yang sekunder.41 

a. Bahan Hukum Primer  

` Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim.42 dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer 

yang akan dipergunakan yaitu Putusan PA Kajen Nomor 

426/Pdt.G/2021/PA.Kjn.  

b. Bahan hukum Sekunder  

 Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan.43 Dalam penelitian ini, bahan 

 
 40 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum (edisi Revisi), ..... h 180. 

 41 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, (Malang: Setara Press, 2013), 

 h 67. 

 42 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum (edisi Revisi), ..... h 181. 

 43 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum (edisi Revisi), ..... h 182. 
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hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, kamuskamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan 

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan bahan hukum 

  Teknik pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini, 

diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang 

terkait dengan pokok permasahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan 

hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum tekait, selanjutnya 

bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan 

mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian 

dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai daengan 

karakter bahan hukum yang diperlukan terutama yang relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk 

sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut 

diperlukan.  

5.  Analisis Bahan Hukum  

 Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa 

bahan hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang 

bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.44 Yaitu 

menjelasakan hal-hal yang bersifat umum menuju hal hal yang bersifat khusus 

untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan 

ini. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu 

penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut :  

 
 44 Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, ..... h 393. 
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1. mengidentifikasikan fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan 

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. 

2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahn non hukum; 

3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang 

telah dikumpulkan.  

4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum   

5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam 

kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai 

ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif 

yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dan terapan.45 Sebagai 

ilmu terapan yaitu ilmu yang menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, 

rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.46 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan, penulis merangkai menjadi lima bab yang sebagian tiap 

bab terdiri dari sub bab. yang mana bertujuan agar pembahasan penelitian ini 

tersusun secara sistematis. Berikut uraian sistematikanya: 

 
 45 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), .....  h 213. 

 46 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), ..... h 213. 
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BAB 1 Pendahuluan, perisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi: pengertian gugat cerai, suami 

tidak mampu, konsep nafkah, nafkah sebagai alasan perceraian, nafkah dalam 

hukum wadi’yah. 

BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang kasus posisi yaitu 

identitas para pihak, posita, petitum. 

BAB IV Analisis hasil penelitian, pada bab ini membahas mengenai 

pertimbangan  hakim dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terkait gugat 

cerai akibat suami tidak mampu memberi nafkah dan perspektif hukum wad’iyah 

terhadap pertimbangan  hakim dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn. 

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang telah 

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 

426/Pdt.G/2021/PA.Kjn tertanggal pada hari Selasa 06 april 2021 masehi 

bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban 1442 hijriyah oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Kajen yaitu Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua 

Majelis dan Bapak Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ibu Ana Faizah, S.H., sebagai 

Hakim Anggota antara lain: 

1. Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu 

perceraian yaitu unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri dan 

tidak berhasil. 

2.  Selama persidangan Majlis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar 

rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis 

Hakim tersebut tidak berhasil.  

3. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan. Dengan dasar: 

ح  ال  ص  م  ال    ب  ل  ى ج  ل  ع   م  د   ق  م   د  اس  ف  م  ال   أ  ر  َ  د    

Artinya: “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih 

didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)” 

4. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut 

dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II : 

 Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatanya 

dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami 

sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan 

kelangsungan  kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan 

hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat 

menjatuhkan talaknya suami  terhadap istrinya dengan talak ba’in. 
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Dengan demikian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 

426/Pdt.G/2021/Pa.Kjn adalah menjadikan dasar perselisihan yang terus menerus 

sebagai landasan putusan cerai gugat bukan karena alasan ketidakmampuan suami 

dalam memberi nafkah. 

Adapun berdasarkan tinjauan  hukum wad’iyah, pertimbangan hakim 

dalam putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/Pa.Kjn sudah sesuai karena hakim tidak 

menjadikan alasan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah sebagai dasar 

cerai gugat dan itu tidak terdapat di dalam aturan undang-undang yang berlaku. 

Dengan dasar pertimbangan Hakim karena Penggugat dan Terggugat 

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut, putusan hakim 

dalam Kasus Cerai Gugat Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn sudah bersifat 

final. 

B. Saran 

1. Seharusnya Hakim dalam pertimbangan putusan Nomor 

426/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan menggunakan dasar perselisihan terus 

menerus, memasukan teori hukum wad’iyah dalam putusannya agar ada 

kesesuaian antara putusan tersebut dengan teori hukum wad’iyah.  Sehingga, 

dasar perselisihan yang terus menerus tersebut murni dijadiakan sebagai 

landasan putusan cerai gugat dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn 

bukan karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah. 

2. Perlunya pemahaman secara mendasar dalam menyelesaikan masalah nafkah 

antara seorang suami dan istri, sehingga antara pasangan tersebut tidak terjadi 

salah paham. Serta seharusnya bagi setiap pasangan suami istri mengetahui, 

bahwa ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah tidak dapat dijadikan 

dasar bagi hakim untuk memutus kasus cerai gugat tanpa adanya masalah lain. 

Untuk itu perlu sekali pemahaman antara masing masing pasanagan dalam 
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berbagai hal khususnya dalam masalah komunikasi, sehingga tidak berakibat 

pada putusnya ikatan pernikahan. 

3. Perlunya bagi setiap suami untuk mengusahakan nafkah kepada keluarganya 

agar keadaan istri sebagai pengatur rumah tangga tidak tersia-siakan. Minimal 

adanya tanggungjawab dari suami sehingga kebutuhan sehari-hari istri bisa 

tercukupi. 
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